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BAB V 

PENUTUP 

1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Polres Dompu, 

khusunya pada  Unit Satuan Reserse Narkoba mengenai peran penyidik 

Polri dalam menanggulangi tindak pidana narkotika diDompu dapat 

disimpulkan bahwa  peran penyidik Polri yaitu Pertama, Melaksanakan 

penyidikan untuk mencari dan menemukan bukti, guna membuat terang 

perkara. Kedua, Bertanggungjawab dalam proses penyidikan sampai dengan 

pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan, termaksud bertanggungjawab 

atas keamanan Barang Bukti. Ketiga Melakukan koordinasi dengan Badan 

Narkotika Kabupaten Dompu dan Kejaksaan. 

   Adapun penanggulangan yang dilakukan penyidik polri dengan 

bekerjasama bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres 

Dompu, dilakukan dengan program sebagai berikut. Pertama, Sosialisai, 

Penyuluhan, Razia dan Penindakan. 

   Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peniliti bahwa 

faktor kendala intenal maupun eksternal yang di alami oleh penyidik Polri 

dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, adapun  

faktor kendala internal yaitu, Pertama faktor kekurangan dana operasional, 

kedua faktor sarana maupun pra sarana, ketiga faktor penegakan hukum. 

Faktor internal yaitu, Faktor Masyarakat. Kedua, Faktor Penegakkan 

Hukum. Ketiga, Faktor Geografis. 
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2. SARAN 

1. Polri khususnya Satuan Reserse Narkoba diPolres Dompu harus lebih 

aktif dalam upaya razia, selain razia tertutup seharusnya dilakukan razia 

terbuka ditempat-tempat yang biasanya terjadi transaksi Narkoba untuk 

mencegah masuknya peredaran gelap narkotika di kabupaten Dompu. 

2. Kerjasama yang intensif antar polri dan masyarakat dalam upaya 

pemberantasan Narkotika di Kabupaten Dompu. Keharusan masyarakat 

dalam memberikan informasi kepada Polri menganai pelaku tindak 

pidana narkoba. 
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